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ABSTRACT 
 

This study discusses the Institutional Strengthening of Village Consultative Bodies (BPD) 

in the implementation of Musrenbangdes in the Independent Integrated City of Sungai 

Rambutan Ogan Ilir Village, which was then analyzed using the theory of Institutional 

Strengthening according to Deborah Eade (1998), namely, Organization, Human 

Resources, Finance, Infrastructure, and Cooperation. The research method used is 

qualitative research that is descriptive. The data sources used are primary data and also 

secondary data. For data collection, namely through interviews, observation, 

documentation, and also literature studies. The results of this study show that the Sungai 

Rambutan Village Consultative Body has not been optimal enough in its work on the 

implementation of Musrenbangdes. It is known that there is still no maximum of BPD 

Sungai Rambutan members in attendance at meetings / meetings held, there is no means 

of improving self-quality received, to the lack of infrastructure for BPD Sungai Rambutan 

which will certainly affect the implementation of Musrenbangdes and other activities 

managed by BPD. Therefore, institutional strengthening is needed for BPD Sungai 

Rambutan to be more qualified in its quality so that effectiveness in carrying out its duties 

can be achieved, one of which is the implementation of Village Development Planning 

Deliberation. 

Keywords: Musrenbangdes, BPD, institutional strengthening 
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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tentang Penguatan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Kota Terpadu Mandiri Desa Sungai 

Rambutan Ogan Ilir, yang kemudian dianalisis menggunakan teori Penguatan 

Kelembagaan menurut Deborah Eade (2014) yaitu Individu, Organisasi dan Network. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan juga data sekunder. Untuk 

pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga studi 

pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Sungai 

Rambutan belum cukup optimal dalam kerjanya pada pelaksanaan Musrenbangdes. Hal 

ini diketahui bahwa masih belum maksimalnya anggota BPD Sungai Rambutan dalam 

kehadiran pada rapat/pertemuan yang diadakan, belum adanya sarana peningkatan 

kualitas diri yang diterima, hingga masih kurangnya infrastruktur bagi BPD Sungai 

Rambutan yang mana tentu akan berpengaruh dalam pelaksanaan Musrenbangdes dan 

kegiatan lainnya yang dikelola oleh BPD. Maka diperlukan penguatan kelembagaan bagi 

BPD Sungai Rambutan agar lebih mumpuni dalam kualitasnya sehingga bisa tercapai 

keefektifan dalam menjalankan tugasnya, salahsatunya adalah pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa. 

Kata Kunci: Musrenbangdes, BPD, Penguatan Kelembagaan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Keberhasilan dari terselenggaranya Good Governance yang sudah diterapkan sejak 

era reformasi berlangsung adalah dengan terciptanya sistem pemerintahan yang baik, 

bersih, rapi, dan juga pelayanan yang prima. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang 

baik bukanlah hal yang mudah, karena hal ini bukan hanya memerlukan waktu yang 

cukup, namun juga pelaksana yang mumpuni agar tak salah dalam pelaksanaannya.  

Seperti yang sudah banyak kita lihat bagaimana penerapan prinsip Good 

Governance yang berlangsung, ada beberapa daerah dan juga organisasi yang bisa 

menerapkan hal itu dengan baik, namun tak sedikit juga masalah-masalah yang muncul 

sebagai bentuk masih buruknya sistem pemerintahan yang berjalan. Artinya menerapkan 

sebuah kebijakan tidaklah mudah, banyak faktor yang menjadi pendorong dan juga 

penghambat pelaksanaannya sehingga memerlukan kerjasama dan juga semangat yang 

kuat.  

Tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya berlaku bagi instansi pemerintah 

pusat atau instansi besar saja, namun konsep ini harus menyebar luas sampai dengan 

organisasi kecil sekalipun. Dalam pengelolaannya, pemerintah harus bisa memanage tata 

kelola dan juga konsep organisasi/instansi/lembaga yang rapi, pelayanan yang prima, dan 

juga pengelolaan dalam tugasnya yang baik.  
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Pemerintah daerah selaku organisasi yang mengakomodir seluruh kepentingan 

daerahnya tentu dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang baik bagi daerah yang 

dikelola. Segala yang menjadi urusan daerah harus bisa diselesaikan dengan seksama oleh 

pemerintah daerah. Konsep ini sama seperti yang sudah diterapkan sejak era reformasi 

berlaku yaitu dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yang mana diharapkan 

mempermudah pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri.  

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa salahsatu bentuk dalam mencapai Good 

governance ialah dengan diterapkannya kebijakan Otonomi Daerah dalam sistem 

pemerintahan yang berjalan. Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.   

Jadi dengan diterapkannya otonomi daerah maka diharapkan segala yang menjadi 

urusan daerah bisa diselesaikan dengan baik oleh daerah masing-masing. Hal ini tentu saja 

mengacu kepada hasil yang baik karena secara teknis otonomi daerah sudah memberikan 

kemudahan bagi setiap daerah untuk mengelola daerahnya sendiri tanpa campur tangan 

dari pemerintah pusat. Daerah harusnya bisa berkembang jauh lebih baik dalam 

pemerintahannya. Dalam hal ini pemerintah daerah tentunya diharapkan akan lebih mudah 

dalam mencapai konsep Good Governance dikarenakan kebijakan Otonomi Dearah yang 

diberlalukan, sehingga hal tersebut akan dapat membantu pemerintah daerah dalam 

mencapai Good Governance yang sudah menjadi cita-cita negara Indonesia sejak lama. 
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Dalam sistem pemerintahan yang berjalan untuk mencapai keefektifannya dalam 

pengelolaan, diperlukan  suatu penguat kelembagaan guna dalam mengingkatkan dan 

menjaga kestabilan organisasi/lembaga. Penguatan kelembagaan merupakan upaya dalam 

meningkatkan kualitas kerja ataupun kinerja bagi organisasi dan juga sumber daya 

manusia, baik individu maupun kelompok.  

Penguatan kelembagaan juga disebut dengan usaha yang direncanakan untuk 

meningkatkan efektivitas kerja yang diharapkan mampu melakukan perubahan terhadap 

budaya kelembagaan ataupun organisasi kearah yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan 

yang sudah ditetapkan tentu memerlukan kerjasama yang baik dalam melakukan 

perubahan dan juga penguatan, dan hal ini pastinya akan menyangkut setiap unsur didalam 

organisasi atau lembaga tersebut, salahsatunya yaitu sumber daya manusia. 

Dalam menilai berhasil atau tidaknya konsep Good governance dan juga 

pengaplikasian kebijakan Otonomi daerah yang berjalan, tentu kita harus melihat sejauh 

mana upaya dan kondisi lembaga pemerintah dalam melakukan tugasnya. Salahsatu 

bentuk penilaian keberhasilan dari kinerja lembaga pemerintah baik dipusat maupun 

daerah adalah dengan terselenggaranya pembangunan yang merata dalam rangka 

mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini proses pembangunan didaerah 

didasari oleh sebuah sistem perencanaan pembangunan yang disebut dengan 

Musrenbangdes atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.  

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, 

disebutkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat 

Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan 
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Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Selain itu dalam Undang-undang No.114 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dijelaskan bahwa Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah 

antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, 

dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota.  

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 

masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati 

hal yang bersifat strategis.  

Pelaksanaan Musrenbangdes dikelola oleh Lembaga desa yaitu Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa , Badan Permusyawaratan Desa yang 

selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk 

desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.  

BPD bertanggungjawab melaksanakan kegiatan, dan juga pengawasan 

pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Selain itu BPD juga bertugas 

menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa untuk memberikan 
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pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan juga permbangunan fisik demi taraf hidup 

yang lebih baik. Peran BPD tentu sangat diperlukan karena menyangkut dengan 

kepentingan bersama didesa, dan masyarakat tentu memerlukan wadah sebagai tempat 

meluahkan aspirasinya.  

Salah satu upaya pemerintah desa dalam memberikan kesempatan untuk masyarakat 

agar dapat ikut berpartisipasi dalam setiap proses penentuan kebijakan adalah dengan 

memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa terlibat langsung dalam pelaksanaan 

Musrenbangdes. Hal ini dikarenakan menyangkut dengan aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam 

pelaksanaan Musrenbangdes ini sendiri.  

Namun pada pelaksanaan Musrenbangdes di desa Sungai Rambutan, masih terdapat 

kendala yang menjadi penghambat dalam kegiatannya. Seperti keikutsertaan masyarakat 

yang kurang dalam Musrenbangdes, sehingga kinerja dari BPD itu sendiri selaku 

pengelola dalam hal ini dipertanyakan. Keikutsertaan ataupun partisipasi dari masyarakat 

merupakan unsur yang sangat penting karena menyangkut dengan pemahaman mereka itu 

sendiri terkait bagaimana pelaksanaan dan juga hasil dari musrenbangdes ini nantinya.  
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Tabel 1 Daftar hadir peserta Musrenbangdes tahun 2020  

dan jumlah peserta hadir 

No Daftar peserta hadir Jumlah 

1 PMD  1 Orang  

2 BPD 7 orang 

3 Ketua RT 6 orang 

4 Kepala Dusun  2 orang 

5 Pemerintah desa  4 orang 

6 Masyarakat 5 orang 

7 Lembaga adat  1 orang 

8 Daniyah  2 orang 

9 PLD 1 orang 

10 PDD  2 orang 

11 PDTI  1 orang 

12 KPM  1 orang 

Total  34 Orang 

Sumber : Dokumen Musrenbang Desa Sungai Rambutan Tahun 2021 

Mengacu pada tabel daftar hadir peserta Musrenbangdes diatas, bisa kita lihat 

bagaimana keikutsertaan atau pastisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes 

di desa Sungai Rambutan sejauh ini masih tergolong sedikit. Hal ini seharusnya tentu 

menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan juga kebijakan dalam 

pelaksanaan Musrebangdes karena masyarakat merupakan unsur yang sangat penting bagi 
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setiap keputusan yang diambil. Selain itu Musrenbangdes juga sarana bagi masyarakat 

dalam mengekspresikan kebutuhan, kepentingan, dan juga menyampaikan aspirasinya.  

Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Sungai Rambutan 

Laki-laki  Perempuan Jumlah KK 

1460 Orang 1427 Orang 755 KK 

Sumber : Dokumen RKP Desa Sungai Rambutan  

Selain melihat dari data pada tabel 1, peneliti juga mengacu dari data pada tabel 2 

dalam melihat ketidakefektifan kontribusi ataupun keikutsertaan masyarakat dalam 

pelaksanaan Musrenangdes. Jumlah penduduk dengan data kehadiran masyarakat sangat 

berbanding jauh sehingga bisa disimpulkan bahwa keikutsertaan masyarakat masih sedikit 

dan perlu adanya peningkatan. Lembaga pemerintah desa harus bisa meningkatkan 

seluruh aspek bagu pelaksanaan Musrenbangdes agar Musrenbangdes bisa berjalan 

dengan lancar sebagaimana mestinya.  

Masalah kedua yang peneliti temui dilapangan yaitu belum adanya sosialisasi dari 

BPD terkait pelaksanaan Musrenbangdes sehingga tentu saja hal ini berpengaruh kepada 

partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes. Karena 

salahsatu cara agar bisa menarik kemauan masyarakat yaitu dengan adanya sosialisasi 

yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat sekaligus memberikan 

pemahaman akan pentingnya Musrenbangdes sebagai wadah bagi masyarakat untuk 

menyampaikan aspirasinya.  
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Melihat masalah yang muncul diatas, peneliti menyimpulkan bahwa salahsatu 

penyebabnya adalah dikarenakan pengaruh dari unsur internal BPD itu sendiri yaitu 

kualitas Sumberdaya Manusia yang ada di BPD. Kualitas Sumberdaya Manusia berperan 

penting yang mana sebagai penyelenggara tentu BPD dituntut untuk bisa memberikan 

kinerja sebaik mungkin, baik dalam mengakomodir aspirasi masyarakat, hingga 

pelaksanaan Musrenbangdes yang berjalan dengan lancar. Namun pada temuan lapangan, 

masih terdapat kendala ataupun masalah-masalah yang ada, dan hal ini menunjukkan 

bahwa BPD belum cukup kuat untuk melaksanakan Musrenbangdes.  

Dalam hal ini terdapat penelitian yang dilakukan oleh Astuti Rosyida Dwi et al., 

(2020) tentang Penguatan Kapasitan Kelembagaan BPD, temuan pada penelitian tersebut 

ialah bahwa BPD telah melakukan fungsi dan tugasnya, namun belum optimal dari sisi 

administrasi dan pembukuan yang terstruktur. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Susilowati et al., (2021) dengan judul Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) Sumber Arto Desa Kenteng. Hasil penelitian ini menunjukkan peserta mulai 

memahami mekanisme pengusulan BUMDes. Namun BUMDes belum adanya standar 

operasional prosedur untuk melaksanakan kegiatannya seperti sistem pemberian gaji 

kepada para pekerja, pemasukan/penerimaan uang kas, pengeluaran kas, penjualan, dan 

pembelian.  

Penelitian yang dilakukan oleh Saldi & Listyaningsih, (2019) tentang Penguatan 

Kelembagaan Kota Layak Anak di Kota Semarang, bahwa Masih adanya hambatan dalam 

pelaksanaan dilihat dari kelembagaan yang melaksanakannya belum memiliki komitmen 

dari sumberdaya yang ada dan kerjasama yang aktif belum terbangun. Kemudian 
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penelitian oleh Payapo, Thamrin, Muhammad et al., (2014) tentang Penguatan 

Kelembagaan KPU Provinsi Papua Barat dalam Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan 

Pemilulkada, diketahui faktor–faktor yang sering ditemukan dan mempengaruhi kualitas 

pemilukada adalah kondisi geografis, juga ditemukan terbatasnya sarana dan prasarana 

(perkantoran dan transportasi) dan lain-lain.  

Selanjutnya penelitian yang sama dilakukan oleh Aziza, (2019) dan Novia et al., 

(2013) terkait Penguatan Kelembagaan Pangan dan juga Strategi Penguatan Kelembagaan 

Koperasi Produksi di PT. POLIPLANT CARGILL, diketahui bahwa perlunya strategi 

penguatan peran kelembagaan pangan, yaitu: Harmonisasi Kebijakan dan Perencanaan 

Program antar Kelembagaan Pangan dll, dan juga kunci yang perlu menjadi penting untuk 

ada pada Penguatan Kelembagaan Koperasi Produksi yaitu strategi SO melalui alternatif 

strategi dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan 

kualitas kelembagaan koperasi dan juga perluasan jaringan usaha. 

Penelitian serupa terkait Pengembangan Kapasitas oleh (Hidayat et al., 2019), 

(Melinda et al., n.d.), Anwar & Fitriyarini, (2020), Alchalil et al., (2021), diketahui yaitu 

masih perlu adanya peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia, sarana prasarana, dan juga 

koordinasi yang jelas antar pelaku yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar dapat 

tercapai pengembangan kapasitas seperti yang sudah digambarkan sebelumnya. 

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, bisa dilihat pada 

fokus penguatan kelembagaan BPD khususnya dalam pelaksanaan Musrenbangdes masih 

relatif sedikit dan bahkan belum ada. Sehingga hal inilah yang menjadi ketertarikan untuk 
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meneliti persoalan Penguatan Kelembagaan pada Badan Permusyawaratan Desa dalam 

pelaksanaan Musrenbangdes di desa Sungai Rambutan Ogan Ilir.  

Berdasarkan permasalahan terkait Penguatan Kelembagaan pada Badan 

Permusyawaratan Desa di Kota Terpadu Mandiri Sungai Rambutan Ogan Ilir, maka perlu 

dilakukan penelitian dengan judul : Penguatan Kelembagaan Badan Permusyawaratan 

Desa dalam Pelaksanaan Musrenbangdes di Kota Terpadu Mandiri Sungai Rambutan 

Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan Teori Penguatan Kelembagaan dari Deborah Eade 

(2014) sebagai pisau analisis. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan ditasa, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah “bagaimana 

penguatan kelembagaan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan 

Musrenbangdes di kota terpadu mandiri sungai rambutan, ogan ilir?”  

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah :  

1.3.1 Tujuan  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan 

menganalisis penguatan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

Pelaksanaan Musrenbangdes di Kota Terpadu Mandiri Sungai Rambutan, Ogan Ilir.  
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1.3.2 Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini baik secara teoritis 

maupun secara praktis adalah :  

a. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik 

khususnya terkait Penguatan Kelembagaan, serta sebagai informasi bagi 

penelitian selanjutnya.  

b. Manfaat praktis Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah 

diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan juga ide gagasan 

bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Musrenbangdes di 

Desa Sungai Rambutan dan pemerintah desa Sungai Rambutan. 
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